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DASAR HUKUM :

HUALIFIKAS] PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Perigesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk|
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Agairist Women) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonzsia Nomor 3277)

Undang-Undang Nomor 23 Talun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

w

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Keksrasan Dalam Rumah Tangge (Lembaran Negaral
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambeahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415j
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencane Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ansk Nomeor 1 Tahun 2010 Tentang Standar]
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender
dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomer 5);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kotaj
Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);

2

Memahami peraturan peraturan teikait dengan perlindungan anak dan kekerasan
dalam rumah tangga

Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

Mampu mengoperasionalkan kowputer dan internet

Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/
BAPAS [ Kepolisian

9 Peraturan Walikota Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota
Pekalongan
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Kelurahan/Babinkamtibmas/RT/ RW/ pihak terkait 1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/ modem
2 ATK
3 Data-cata kasus kekerasan berbasis gender dan _a.na_k

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Proses mediasi selain berfungsi untuk mendorong kesetaraan dalam penyelesaian masalah juga memberikan
perlindungan bagi korban kekerasan

Data disimpan secara manual dan elektronik

Dipindai dengan CamScanner




FORM 3
RUMUSAN FORMAT SOP- STANDAR PELAYAAN BANTUAN MEDIASI KASUS KEKERASAN

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris LP- Kaoim LP- Kelurahan dan
Fulltimer/ PAF ( Kasi PAR. Kasi, . ! ) atan Kepala Tim F"rutni KitarasgAn
Pelaksana Perlindungan | Ketua LP-PAR Tim Profesi | babinkamtibma & Pihak Kelengkapan Waktn Output
Fulltimer/ DPMPPA & P!
LPPAR Perempuan & Petak s/ RT/RW/ Terkait
laksana
Anak) keluarga
e 2 3 4 B 5 - 8 5 10 1 12 13 34
1 |Melakukan  permol wniuk difasilitasi Surat 1 jam Dokumen
mediasi disjukan oleh Pemohen kepada Kepala| . Permohenan
Cinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan muisi Tl E: o Pemchon
Perlindungan Anuk
™2 [Memutuskan dan atau berkoowdinasi dengan Tim HP/ Tlepon 1 hari |Informasi
Teknis LP-PAR bidang psikologis [ hukum/ Diterima/
medis/ sosial untuk menentukan apakah) Jitolal
permchonan pemohon diterima untuk difasiliasi
mediasi atau tidak
3 |Hasil koordinasi manjadi baban pertimbangan i HP/ Telepon i hari Informasi
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat] L:l Diterima/
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk |ditolak
mengeluarkan Surat Keputusan
4 |Apabila permohonan diterima maka akan akan Surat 2 hari |Dokument
dikeluarkan Surat Undangan Mediasi oleh Kepala) i Undangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan danl e )
Perlindungan Anak dan akan diberitahukan ataul
dikitimkan kepada Pemchon
S |Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 3 HP/ Telepon 2 hari Informasi
terkait ( kelurahan dan atau babinkamtibmas/ r—-] Jadwal
RT/RW/ keluarga) = — -1 Polaksanaa
6 | Apabila pihak terkait sstelah diupayakan Surat 2 hari Dokumen
Kkoordinasi menolak untuk dimediasi/ tidak Pemberitahuan
kooperatif, maka dikeluarkan surat s
pemberitahuan kepada p hon bahwa proses [:3‘.___r— i:j"" »l
mediasi tidak bisa dilaksanakan l &
7 |Memberikan arahan kepada Sekvetaris Tim)| Berkas 2 hari Dokumen
Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) v perayaratau
untuk menylapkan dokunien persyaratan mediasi ':‘:]
dan dokumesn lain yang dibutuhkan serta
mendokumentasikan kegiatan
| 8|Pemberian Layanan Bantuan Mediasi. ] : ;
Berita Acara 3 jam Dokurien
\ Selesai

Dipindai dengan CamScanner




